
BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD yang 
merupakan penjabaran dari RPJMD;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, antara lain disebutkan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3893);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 104 Tahun 2004);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 463);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoR 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. 
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran 
Aceh Nomor 9);

23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok 
Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun 
Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 
Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 
Tahun 2008-2027;

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 
Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie 
Nomor 101);

29. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023- 
2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 8);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE TAHUN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pidie;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun;

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen 
Perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah untuk Periode 
1 (satu) Tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk 
Periode 1 (satu) Tahun;

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya 
disebut SKPK adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang 
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2

RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025 merupakan Dokumen 
Perencanan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam jangka waktu 1 
(satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 menjadi:
a. Pedoman bagi Satuan Keija Perangkat Kabupaten (SKPK) 

dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 
2025.

*
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b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam 
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten (APBK) Pidie Tahun 2025 termasuk didalamnya 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie Tahun 2025.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025:
a. Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan RKPD 

Kabupaten Pidie Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan 
KU-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie;

b. SKPK menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2025 dalam melakukan 
pembahasan Rencana Keija dan Anggaran (RKA) SKPK 
dengan DPRK Pidie.

Pasal 5

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 
Perkembangan Keadaan dalam Tahun Berjalan;

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka 

pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam pasal 5 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Keija 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III 
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 21 Juni______ 2024 M

2 0  Dzulhijjah 1445 H

£}Plh. BUPATI PIDIE, ̂  

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Juni_______ 2024 M

Z o Dzulhijjah 1445 H
SEKRETARIS DAERAH 

l frs KABUPATEN PIDIE, / ‘

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 2<d


